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Lampiran ;1 (satu)

Perihal . Pengendaian Surat Tugas
Kepada Yth.

2. ParaKepaaDirektorat
3. ParaKepaa Perwakilan di -
Lingkungan BPKP

Dengan ditetapkannya PKPT secara nasional setiap tahun, maka untuk:

1. menjaga ketepatwaktuan pelaksanaan PKPT utamanya mengenai saat dimulai dan
saat selesainya penugasan pemeriksaan,

2. mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan di lapangan dengan
APFP lain,

3. mencegah perluasan pemeriksaan secaratidak terkendali dan

4. mencegah timbulnya ekses lain yang tidak dikehendaki,

dengan ini kami minta bantuan dan perhatian Saudara sdlaku Penanggungjawab

Pemeriksaan untuk mengen- dalikan penerbitan dan pelaksanaan Surat Tugas sebagal

salah satu upaya untuk mencapai keempat hal tersebut di atas.

Bersama ini kami sampaikan petunjuk mengenai cara-cara pengendalian Surat Tugas
sebagal pedoman bagi pengembangan sistem pengendalian Surat Tugas pada unit kerja
Saudara masing-masing.

Agar supaya petunjuk ini memasyarakat di lingkungan Kantor Saudara, perlu dijelaskan
kepada seluruh pegawa Kantor Saudara. Waktu dan cara menjelaskan ini supaya
dilaporkan kepada kami.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan serta perhatian Saudara dalam
pel aksanaannya.

KEPALA
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Drs. GANDHI
NIP.060006034l
cc. 1. ParaDeputi KepalaBPKP
2. KepalaBiro Hukum BPKP



Lampiran
Surat Kepala BPKP Nomor: SE-131/K/1992

PENGENDALIAN SURAT TUGAS

Pengendalian Surat Tugas dimaksudkan untuk :

1.

2.

3.

4.

1.

Menjaga ketepatwaktuan pelaksanaan PKPT utamanya mengenai saat dimula dan
saat selesainya penugasan pemeriksaan.

Mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan di lapangan
dengan APFP lain.

Mencegah perluasan pemeriksaan secaratidak terkendali.

Mencegah timbulnya ekses lain yang tidak dikehendaki.

. Pengendalian Surat Tugas setidak-tidaknya harus mencakup tindakan sebagai berikut:

Setigp Surat Tugas yang diterbitkan untuk melaksanakan pemeriksaan harus
memuat penjelasan mengenai rencana lamanya waktu pemeriksaan, tangga
mulainya pemeriksaan dan tanggal rencana selesainya pemeriksaan.

Penjelasan mengenai tiga unsur tersebut dalam Surat Tugas harus disesuaikan is
dan bentuknya dengan karakteristik dari setigp penugasan pemeriksaan yang
bersangkutan sedemikian rupa sehingga pemeriksa maupun pihak yang diperiksa
mengetahui dengan jelas saat dimulainya pemeriksaan, tahap-tahap pemeriksaan
dan lamanya waktu setigp tahap serta rencana berakhirnya suatu penugasan
pemeriksaan.

Sebelum menerbitkan Surat Tugas harus dilakukan pengecekan dengan PKPT
dari APFP lain untuk mencegah tumpang tindih. Terlebih lagi apabila Surat Tugas
diterbitkan dengan jadua yang menyimpang dari PKPT .

Daam ha terjadi tumpang tindih maka perlu diprioritaskan pemeriksaan oleh
APFP yang sesuai dengan jadua dalam PKPT. Dikecuaikan dari memberi
prioritas ialah pemeriksaan khusus yang pelaksanaannya perlu diberitahukan
secaratertulis kepadaA parat Pengawasan Fungsional terkait.

Setigp Surat Tugas harus ditarik kembali oleh penandatangan Surat Tugas dan
diganti dengan Surat Tugas baru apabila pelaksanaan pemeriksaan belum juga
dimulai sampal sudah lewat lima belas hari sgak tanggal mulainya pemeriksaan
yang tercantum dalam Surat Tugas.

Penarikan Surat Tugas lama untuk diganti dengan Surat Tugas baru juga harus
dilakukan jika menurut pertimbangan pegabat penandatangan Surat Tugas
tindakan ini akan lebih memudahkan pengendalian terhadap penugasan
pemeriksaan yang sedang berjalan.

Sebelum diterbitkan Surat Tugas baru, perlu diperiksa lebih dahulu apakah
pelaksanaan pemeriksaan tadi tidak akan menimbulkan tumpang tindih dengan
PKPT APFP lain (tetap ada tenggang waktu minimum tiga bulan antara satu
pemeriksaan dengan pemeriksaan lainnya).

Pemeriksaan mengenai kemungkinan tumpang tindih juga harus dilaksanakan
dalam hal berdasarkan pertimbangan geografis, akan diterbitkan secara bersamaan
lebih dari satu Surat Tugas kepada sebuah Team Pemeriksaan.

Sasaran pemeriksaan yang dimuat dalam Surat Tugas harus dibuat sgelas
mungkin mengenai bidang kegiatan yang diperiksa, unit organisas yang diperiksa



dan masa yang diperiksa agar tidak mudah disalahtafsirkan oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.

Team Pemeriksaan tidak diperkenankan melakukan perluasan sasaran
pemeriksaan tanpa konsultasi dan persetujuan dari pgabat penandatangan Surat
Tugas.

4. Perluasan pemeriksaan yang menyebabkan perlu dilakukan pemeriksaan terhadap
unit organisas lain yang belum tercantum dalam Surat Tugas harus dilakukan
melalui penerbitan Surat Tugas baru.

Sebelum  menyetujui  perluasan  obyek  pemeriksaan  tersebut, perlu
dipertimbangkan urgensi dan manfaat dari perluasan tersebut serta diperiksa
dahulu apakah perluasan tadi tidak akan menimbulkan tumpang tindih dengan
PKPT APFP lain (tetap ada tenggang waktu minimum tiga bulan antara satu
pemeriksaan dengan pemerjksaan lainnya).

Apabila akan terjadi tumpang tindih padahal perluasan pemeriksaan itu dipandang
perlu, maka APFP lain yang bersangkutan harus diberitahu mengena masalahnya.
Team Pemeriksaan tidak diperkenankan melakukan pemeriksaan terhadap obyek
pemeriksaan yang tidak tercantum dalam Surat Tugas.

5. Perpanjangan waktu secara materiel selesainya pelaksanaan pemeriksaan dari
yang direncanakan dalam Surat Tugas hanya dapat dilaksanakan setelah
dikonsultaskan dengan atasan dan disetujui oleh pegabat penandatangan Surat
Tugas.

Perpanjangan waktu ini harus segera diberitahukan secara tertulis kepada obyek
pemeriksaan dan pejabat lain yang terkait.

6. Setiap terjadi perubahan susunan Team Pemeriksaan dari Susunan semula dalam
Surat Tugas, perubahannya harus dengan persetujuan penandatangan Surat Tugas.
Perubahan harus segera diberitahukan secara tertulis kepada unit organisas yang
diperiksa dan pejabat lain yang terkait.

I1l. Kepala Direktorat/Kepala Perwakilan dapat membuat aturan tambahan yang
disesuaikan dengan kebutuhan lapangan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa
petunjuk ini.

IV.Pegawai yang menghindari pelaksanaan pengendalian Surat Tugas dianggap
melanggar disiplin sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 30 tahun 1980 dengan
mendapat sanks ketidaktaatan sebagaimana dimaksud dalam SE-471 /K/1988.

Kaau perlu dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan sampa dengan berat sesuai

dengan jenis dan sifat pelanggaran yang dilakukan pegawai yang bersangkutan.

V. Petunjuk ini mula berlaku bagi penerbitan Surat Tugas setelah 1 April 1992.



